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ABSTRAK 
Praktik monopoli merupakan suatu pemusatan kekuatan ekonomi dan penguasaan barang 
dan jasa. Kegiatan praktik monopoli dilarang oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 
Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, karena dapat 
menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan merugikan kepentingan umum. Dalam 
penelitian ini, penulis meneliti kasus dalam Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha 
(KPPU) Nomor: 09 KPPU-L/2016 terkait praktik monopoli dalam penentuan harga gas 
industri yang dilakukan oleh PT. Perusahaan Gas Negara (PGN), yang mana Penulis 
menggunakan penelitian metode yuridis normatif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa 
PT. Perusahaan Gas Negara (PGN) tidak dapat dikatakan telah melakukan praktik 
monopoli, karena berdasarkan ketentuan Pasal 72 Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 
2009 Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 Tentang Kegiatan 
Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi, harga minyak dan gas bumi diatur oleh pemerintah. 
Pertimbangan Hukum Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Dalam Putusan 
Nomor: 09/KPPU-L/2016 telah keliru dalam penerapan hukum. Hal karena Majelis 
Komisi tidak cermat dalam meneliti terkait regulasi yang menjadi pedoman bagi 
Perusahaan Gas Negara (PGN) dalam menetapkan harga gas, di mana dalam penetapan 
harga gas yang dilakukan oleh Perusahaan Gas Negara (PGN) adalah merupakan bagian 
dari kewenangan yang berikan oleh Undang-Undang.  
Kata Kunci: praktik monopoli, penentuan harga, gas industri. 
 
ABSTRACT 
Monopoly practice is a concentration of economic power and control of goods and 
services. Monopolistic practice activities are prohibited by Law Number 5 of 1999 
concerning the Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition 
because they can lead to unfair business competition and harm the public interest. In this 
study, the author examines the case in the Decision of the Business Competition 
Supervisory Commission (KPPU) Number: 09 KPPU-L/2016 related to monopolistic 
practices in determining industrial gas prices carried out by PT. Perusahaan Gas Negara 
(PGN), in which the author uses normative juridical research methods. The results of the 
study concluded that PT. The State Gas Company (PGN) cannot be said to have practiced 
monopoly because based on the provisions of Article 72 of Government Regulation 
Number 30 of 2009 concerning Amendments to Government Regulation Number 36 of 
2004 concerning Downstream Oil and Gas Business Activities, oil and gas prices are 
regulated by the government. Legal Considerations The Business Competition 
Supervisory Commission (KPPU) In its Decision Number: 09/KPPU-L/2016 has been 
wrong in the application of the law. This is because the Commission Council is not careful 
in examining the regulations that serve as guidelines for the State Gas Company (PGN) 
in setting gas prices, where the gas price determination carried out by the State Gas 
Company (PGN) is part of the authority granted by the Law. 
Keywords: monopoly practices, pricing, industrial gas.
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PENDAHULUAN 
Latar Belakang 
Saat ini berbagai negara di dunia sedang melakukan perubahan menuju sistem 
ekonomi pasar. Dalam sistem ekonomi pasar, maka persaingan merupakan suatu elemen 
yang menentukan karena pasar akan ditentukan oleh permintaan dan penawaran yang 
terbuka.1 Salah satu cara untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya yang 
saat ini paling diinginkan oleh setiap pelaku usaha adalah melakukan praktik monopoli. 
Praktik monopoli adalah pemusatan kekuatan ekonomi dan penguasaan barang dan jasa. 
Hal ini dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan merugikan kepentingan 
umum.2 
Kegiatan monopoli di Indonesia, sejak dahulu sudah banyak dilaksanakan. Bahkan 
oleh pemerintah sendiri yang seharusnya menegakkan aturan dan regulasi itu sendiri. 
Pemerintah Indonesia pada masa era kejayaan ekonomi Indonesia, sangat mendukung 
perkembangan industrialisasi yang pada masa itu sedang berkembang pesat. Hanya saja 
dukungan itu diberikan oleh pemerintah dengan memberikan kemudahan, fasilitas, atau 
dukungan regulasi persetujuan kepada beberapa pelaku usaha saja. Pada akhirnya 
dukungan tersebut memberikan dampak monopolisasi di Indonesia.3 
PT. Perusahaan Gas Negara, Tbk (Untuk selanjutnya disebut sebagai PT. PGN) 
merupakan sebuah BUMN yang bergerak di bidang transmisi dan distribusi gas bumi, 
menghubungkan pasokan gas bumi Indonesia dengan konsumen di seluruh penjuru 
nusantara. PT. PGN bertransformasi menjadi penyedia solusi energi terintegrasi, 
mendorong pemanfaatan gas bumi untuk kebutuhan masyarakat, serta menyokong upaya 
pemerintah dalam menyejahterakan rakyat. 
Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar Perusahaan yang terlampir dalam pernyataan 
Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT. PGN, ruang lingkup kegiatan PGAS 
adalah melaksanakan perencanaan, pembangunan, pengelolaan dan usaha hilir bidang gas 
bumi yang meliputi kegiatan pengolahan, pengangkutan, penyimpanan dan niaga, 
perencanaan, pembangunan, pengembangan produksi, penyediaan, penyaluran dan 
distribusi gas buatan; atau usaha lain yang menunjang usaha. Saat ini, usaha utama PT. 
PGN adalah distribusi dan transmisi gas bumi ke pelanggan industri, komersial dan rumah 
tangga. 
Salah satu pengaruh (atau jika boleh disebut sebagai sebuah “intervensi”) pemerintah 
dalam perekonomian adalah dengan mendorong iklim persaingan usaha yang sehat, guna 
membantu kelompok ekonomi lemah, dan sebagai penyeimbang pergerakan roda 
perekonomian negara, melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan 
Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, yang memicu lahirnya Komisi 
Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).4 
KPPU adalah komisi yang dibentuk untuk mengawasi pelaku usaha dalam 
menjalankan kegiatan usahanya agar tidak melakukan monopoli dan atau persaingan 
usaha tidak sehat.5 KPPU adalah organ khusus yang mempunyai tugas menciptakan 
 
1  Ningrum Natasya Sirait, Hukum Persaingan di Indonesia, (Medan: Pustaka Bangsa, 2011), hlm. 21. 
2  Rachmadi Usman, Hukum Persaingan Usaha di Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 373. 
3  Ibid. 
4  KPPU merupakan lembaga negara komplementer (State Auxiliary Organ), yakni lembaga negara yang 
dibentuk di luar konstitusi dan merupakan lembaga yang membantu pelaksanaan tugas lembaga pokok 
negara (Eksekutif, Legislatif, Yudikatif). 
5  Indonesia, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan 
Usaha Tidak Sehat (LN No. 33 Tahun 1999, TLN No. 3817), Pasal 1 angka 18. 
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ketertiban dalam persaingan usaha, dan juga berperan untuk menciptakan dan memelihara 
iklim persaingan usaha yang kondusif.6 
Maraknya praktik monopoli di Indonesia oleh pelaku usaha di Indonesia masih 
menjadi tanda tanya bagi masyarakat, pelaku usaha terkesan leluasa melakukan praktik 
monopoli yang dilarang oleh Undang-Undang Persaingan Usaha, beberapa faktor baik itu 
dari Undang-Undang Persaingan Usaha yang memberikan celah untuk dapat terjadinya 
praktik monopoli maupun dari lembaga penegak hukumnya yang tidak dapat menjangkau 
pelaku usaha yang melakukan praktik monopoli, praktik monopoli dan persaingan usaha 
jelas merugikan konsumen yang tidak lain adalah rakyat Indonesia. 
majelis komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menjatuhkan denda senilai Rp 
9,9 miliar kepada PT. PGN. Perusahaan berkode bursa PGAS itu dijatuhi denda karena 
terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran terhadap Pasal 17 Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 1999, terkait praktik monopoli dalam penentuan harga gas 
industri di area Medan, Sumatera Utara. Putusan denda terhadap PT. PGN disampaikan 
dalam persidangan yang digelar di ruang sidang utama kantor perwakilan KPPU Medan, 
di Jalan Gatot Subroto, Kota Medan, Selasa (14/11/2017) siang.7 
Sebelumnya diketahui bahwa pada kurun waktu bulan Agustus sampai dengan 
November 2015, PT. PGN selaku satu-satunya pemasok gas melalui pipa pada konsumen 
industri di area Medan, Sumatera Utara, diduga menetapkan kenaikan harga gas industri 
secara sepihak, tanpa mempertimbangkan kemampuan daya beli konsumen gas dalam 
negeri dan tingkat keekonomian dengan margin yang wajar. Kenaikan harga tersebut 
merupakan bentuk penguasaan PT. PGN atas pemasaran gas melalui pipa di Area Medan, 
Sumatera Utara, yang dapat menyebabkan praktik monopoli dan/atau persaingan usaha 
tidak sehat. 
Sebagaimana uraian yang telah disampaikan di atas, penulis tertarik untuk 
mengangkat judul “Praktik Monopoli Dalam Penentuan Harga Gas Industri (Studi Kasus 
Putusan Nomor 09 KPPU-L/2016)” sebagai bagian dari penelitian ini. 
Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian latar belakang di atas, dapat dirumuskan permasalahan dalam 
penelitian ini yaitu: 
1. Apakah telah terjadi praktik monopoli dalam penentuan harga gas industri di Medan 
Sumatera? 
2. Bagaimana pertimbangan majelis Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) 
Dalam Putusan Nomor 09/KPPU-L/2016? 
Tujuan Penelitian 
Adapun tujuan dari penelitian ini adalah: 
1. Untuk mengetahui apakah telah terjadi praktik monopoli dalam penentuan harga gas 
industri di Medan Sumatera. 
2. Untuk mengetahui bagaimana pertimbangan majelis Komisi Pengawas Persaingan 






6  Jimly Asshidiqie dalam Andi Fahmi Lubis, Hukum Persaingan Usaha: Antara Teks dan Konteks, 
(Jakarta: KPPU, 2009), hlm. 313. 
7  Wahyudi Aulia Siregar, “Monopoli Harga Gas Industri di Medan, PT. PGN Didenda Rp9,92 
Miliar,” https://economy.okezone.com/read/2017/11/14/320/1813819/monopoli-harga-gas-industri-
di-medan-pgn-didenda-rp9-92-miliar, diakses 16 Juli 2020. 
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Metode Penelitian 
Metode penelitian adalah cara atau langkah-langkah untuk mencari, menganalisis, 
menyimpulkan dan menyajikan hasil penelitian dalam bentuk jurnal ilmiah.8 Metode 
penelitian yang dipakai pada penulisan ini ialah penelitian yuridis normatif (legal 
research) atau disebut dengan penelitian kepustakaan, di mana penelitian hukum yang 
dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai dasar bahan 
untuk diteliti dengan cara melakukan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan 
literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti, yang terdiri dari 
bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. 
 
PEMBAHASAN 
Pengertian Persaingan Usaha 
Hukum persaingan usaha di Indonesia memiliki berbagai macam definisi di mana 
hukum persaingan usaha (competition law), hukum anti monopoli (antimonopoly law), 
dan hukum antirust (antirust law). Hukum persaingan usaha secara umum adalah hukum 
yang mengatur segala sesuatu yang berkaitan dengan dunia persaingan usaha. Beberapa 
pendapat ahli dalam mendefinisikan hukum persaingan usaha, di antaranya. Christopher 
Pass dan Bryan Lowes, yang ditulis dalam Kamus Lengkap Ekonomi, yaitu:9 
“Competition law (hukum persaingan) adalah bagian dari perundang-undangan yang 
mengatur tentang monopoli, penggabungan dan pengambilalihan, perjanjian 
perdagangan yang membatasi dan praktik anti persaingan.” 
Hermansyah juga berpendapat demikian bahwa yang dimaksud dalam hukum 
persaingan usaha adalah:10 
“Seperangkat aturan hukum yang mengatur mengenai segala aspek yang berkaitan 
dengan persaingan, yang mencakup hal-hal yang boleh dilakukan dan hal-hal yang 
dilarang dilakukan oleh para pelaku usaha dalam menjalakan proses persaingan 
usaha.” 
Menurut ketentuan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 
disebutkan bahwa Persaingan Usaha Tidak Sehat adalah: 
“Persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau 
pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan 
hukum atau menghambat persaingan usaha.” 
Secara umum dapat dikatakan bahwa perkembangan dunia usaha saat ini merupakan 
hal yang sangat positif, karena dunia usaha merupakan aset bagi bangsa yang pada 
gilirannya akan memantapkan ketahanan nasional dalam bidang ekonomi. Hal tersebut 
merupakan refleksi dalam bidang hukum ekonomi, di mana pihak yang efisien akan lebih 
unggul dari pihak yang tidak efisien. Namun demikian, sementara ini ada pendapat dari 
pengamat yang menyatakan bahwa masih ada pengusaha yang maju karena melakukan 
hal-hal yang tidak wajar, tidak sehat dan tidak jujur. Mereka menyatakan bahwa lahan 
usaha satu pihak telah terpenggal dan tersikat menjadi bagian lahan pesaing, bukan karena 
prinsip-prinsip ekonomi yang diakui, namun karena permainan yang tidak wajar, tidak 
sehat dan tidak jujur.11 
 
8  Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana, Pedoman Penulisan Skripsi Sarjana Strata Satu (S-1), 
Cetakan ke-7 (Edisi revisi), (Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana, 2015), hlm. 11. 
9  Suhairil dan Mohammad Taufik Makarao, Hukum Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha 
Tidak Sehat di Indonesia, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), hlm. 37. 
10  Ibid. 
11  Ali Mukhtar Sheiho, “Praktik Monopoli Dalam Penentuan Harga Gas Industri di Area Medan Sumatera 
(Studi Putusan KPPU Nomor 09/KPPU-L/2016),” Skripsi,  (Fakultas Hukum Universitas Jember, 
Jurnal Krisna Law Volume 3, Nomor 2, 2021, 1-10 
Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana                                                                       5 
Berdasarkan beberapa pengertian tentang persaingan usaha tidak sehat tersebut, 
dapat dikemukakan bahwa persaingan tersebut harus bertumpu kepada aturan hukum 
sebagai petunjuk atau perintah dan larangan yang mengatur tentang tata tertib dalam suatu 
masyarakat sebagai aturan yang harus ditaati. Peraturan tersebut tertuang dalam ketentuan 
undang-undang sebagai seperangkat aturan atau hukum sebagai pedoman yang harus 
ditaati. 
Pengertian Monopoli 
Monopoli adalah penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau atas 
penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha.12 
Dengan demikian, jenis pasar yang bersifat monopoli ini hanya terdapat satu penjual, 
sehingga penjual tersebut bias menentukan sendiri berapa jumlah barang atau jasa yang 
akan dijual, atau berapa jumlah barang yang akan dijual tergantung kepada keuntungan 
yang ingin diraih sehingga penjual akan menerapkan harga yang akan memberikan 
keuntungan tertinggi.13 
Tidak adanya pesaing menjadikan monopoli sebagai pemusatan kekuatan pasar di 
satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha, apabila ada pelaku usaha pesaing 
namun peranannya kurang berarti, sehingga pasarnya bersifat monopolistik. Tentunya 
karena pada kenyataannya monopoli sempurna jarang ditemukan, maka dalam praktiknya 
sebutan monopoli juga diberlakukan bagi pelaku yang menguasai bagian terbesar pasar. 
Seacara singkat pengertian monopoli juga mencakup struktur pasar di mana terdapat 
beberapa pelaku, maka praktis dari segi pemusatan kekuatan pasar namun peranannya 
begitu dominan.14 
Monopoli biasanya disebabkan karena pelaku usaha memiliki teknis tertentu, seperti 
memiliki kemampuan atau pengetahuan khusus yang memungkinkan melakukan efisiensi 
dalam berproduksi. Dapat pula dipengaruhi skala ekonomi, di mana semakin besar skala 
produksi maka biaya marginal semakin menurun sehingga biaya produksi per unit 
(average cost) makin rendah. Pelaku usaha cuma memiliki kemampuan kontrol sumber 
produksi, baik berupa sumber daya alam, sumber daya manusia maupun lokasi 
produksi.15 
Pengertian BUMN 
BUMN merupakan salah satu perwujudan dari peran pemerintah dalam bidang 
ekonomi, yang tujuan utamanya adalah peningkatan dari kesejahteraan masyarakat. 
Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, 
definisi Badan Usaha Milik Negara, yang selanjutnya disebut BUMN adalah Badan usaha 
yang selurunya atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan 
secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Dari pengertian 
tersebut, dapat diketahui unsur-unsur dari BUMN ialah sebagai berikut:16 
1. Badan Usaha; 
2. Seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara; 
3. Melalui penyertaan langsung; dan 




12  Indonesia, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan 
Usaha Tidak Sehat (LN No. 33 Tahun 1999, TLN No. 3817), Pasal 1 angka 1. 
13  Mustafa Kamal Rokan, Hukum Persaingan Usaha (Teori dan Praktiknya di Indonesia), (Jakarta: 
RajaGrafindo Persada, 2010), hlm. 137. 
14  Suyud Margono, Hukum Anti Monopoli, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 7. 
15  Rachmadi Usman, Op.cit., hlm. 372. 
16  Ridwan Khairandy, Pokok-Pokok Hukum Dagang, (Yogyakarta: FH UII Press, 2013), hlm 160-162. 
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Analisis Putusan KPPU Nomor 09 KPPU-L/2016 
1. Pelapor 
Pihak investigator dari Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). 
2. Terlapor 
PT. PGN yang beralamat di Jalan K.H. Zainul Arifin Nomor 20, Jakarta Barat 
11140, Indonesia, yang dalam proses persidangan diketahui beralamat di The 
Manhattan Square, Jalan T.B. Simatupang Kavling 1S, Cilandak Timur, Pasar 
Minggu, Jakarta Selatan 12540, Indonesia. Dalam proses persidangan, Terlapor 
memberikan kuasa penuh kepada Muhammad Yahdi Salampessy, S.H., M.H. dan 
Jackson Renold, S.H., konsultan hukum pada kantor hukum Total Consulting Law 
Firm, yang beralamat di Jalan Raya Rawa Bambu Nomor 14C, Pasar Minggu, Jakarta 
Selatan 12520, Indonesia. 
3. Objek Sengketa 
Dalam perkara ini, yang menjadi objek sengketanya ialah kenaikan harga gas 
industri pada kurun waktu Agustus-November 2015 yang ditetapkan oleh Terlapor. 
4. Kronologis Kasus 
Sejak tahun 1985, PT. PGN yang dalam perkara ini ialah selaku terlapor 
merupakan satu-satunya perusahaan yang memasok gas di area Medan, Sumatera 
Utara, yang kemudian pasokan gasnya Pada tahun 2010 sampai Agustus 2013 berasal 
dari PT. Pertamina EP dan PT. Pertiwi Nusantara Resources. Sejak Agustus 2013 
sampai Juli 2015, pasokan gas dari PT. Pertiwi Nusantara Resources sudah berhenti, 
sehingga pasokan gas Terlapor hanya dari PT. Pertamina EP. Pasokan gas dari PT. 
Pertamina EP itu pun mengalami penurunan karena sumber gas dari Lapangan 
Pangkalan Susu dan Lapangan Pantai Pakam Timur mengalami penurunan dan 
Lapangan Benggala telah berhenti berproduksi sejak 19 Juli 2015. 
Penurunan terhadap volume gas yang juga mengakibatkan penurunan tekanan 
gas sangat dirasakan dampaknya oleh para pelanggan gas industri di Medan. 
Misalnya PT. Soci Mas yang mengalami gangguan produktivitas pabrik karena 
penurunan volume gas dan penurunan tekanan gas. Selain itu, PT. Gunung Gahapi 
Sakti juga mengalami gangguan operasional mesin pabrik karena tekanan gas yang 
semula 16-18 bar, kemudian turun menjadi 0,5-1 bar (tahun 2008) yang kemudian 
dinaikkan tapi hanya sampai 3-5 bar (tahun 2011). 
Pada tahun 2015, PT. Pertamina EP Pangkalan Susu tidak dapat memenuhi 
volume pasokan gas kepada Terlapor sesuai kontrak sebesar 6 MMSCFD, dan hanya 
dapat menyalurkan sebesar 4 MMSCFD. Untuk mengatasi kekurangan pasokan gas, 
Terlapor memutuskan untuk membeli gas hasil regasifikasi LNG dari PT. Pertagas 
Niaga melalui Perjanjian Jual Beli Gas pada tanggal 30 Juni 2015, yang kemudian 
dialirkan pertama kali pada tanggal 1 Agustus 2015. 
Sebelum tanggal 1 Agustus 2015, Terlapor memperoleh pasokan gas dari PT. 
Pertamina EP Pangkalan Susu. Gas ini bersumber langsung dari sumur gas tanpa ada 
proses tertentu dan dapat langsung disalurkan melalui pipa transmisi dan pipa 
distribusi. Sejak 1 Agustus 2015, PT. PGN mendapat pasokan sekitar 3-4 MMSCFD 
dari PT. Pertamina EP dan 3-4 MMSCFD dari PT. Pertagas Niaga. PT. Pertagas 
Niaga membeli gas bumi dalam bentuk LNG ke PT. Pertamina (Persero) dari 
Lapangan Donggi Senoro, kemudian dilakukan proses regasifikasi oleh PT. Perta 
Arun Gas di Arun, Aceh. Gas tersebut kemudian disalurkan melalui pipa transmisi 
PT. Pertagas untuk selanjutnya disalurkan melalui pipa distribusi milik Terlapor 
kepada konsumen/pelanggan. 
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Alokasi gas yang bersumber LNG dari Donggi Senoro tersebut adalah 
berdasarkan keputusan alokasi gas yang ditetapkan oleh Menteri ESDM setelah 
melalui proses persetujuan SKK Migas dan Dirjen Migas (vide BAP PT. Pertagas 
Niaga). Total pasokan dari kedua sumber tersebut yang diterima Terlapor pada kurun 
waktu bulan Agustus s/d November 2015 adalah sebesar 1.060.614,15 MMBTU 
yang terdiri dari: a) PT. Pertamina EP sebesar 600.739,40 MMBTU (57%), dan b) 
PT. Pertagas Niaga sebesar 459.874,75 MMBTU (43%). 
Meskipun sumber gas baru tersebut menjadi jalan keluar bagi permasalahan 
pasokan gas, namun konsumen/pelanggan gas merasa keberatan dengan kenaikan 
harga gas yang ditetapkan oleh Terlapor. Penetapan kenaikan harga gas karena 
adanya sumber gas baru tersebut diduga sebagai bentuk praktik monopoli Terlapor 
yang merugikan konsumen. 
Analisis 
Setelah mencermati isi pertimbangan majelis komisi Pengawas Persaingan Usaha 
(KPPU) dalam Putusan Nomor 09/KPPU-L/2016 yang menghukum PT. PGN senilai 
Rp9.923.848.407 (sembilan miliar sembilan ratus dua puluh tiga juta delapan ratus empat 
puluh delapan ribu empat ratus tujuh rupiah). Karena terbukti telah melakukan praktik 
monopoli sebagai diatur dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang 
Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, dirasa kurang tepat dari 
segi penerapan hukumnya. Hal ini karena berdasarkan ketentuan Pasal 72 Peraturan 
Pemerintah Nomor 30 Tahun 2009 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 36 
Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi, harga minyak dan gas 
bumi diatur oleh pemerintah. Sehingga kegiatan PT. PGN yang menetapkan harga gas 
industri adalah sudah benar. 
Hal ini juga didukung dengan keberadaan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 
1999, di mana dalam ketentuan pasal ini dinyatakan bahwa Badan Usaha Milik Negara 
diberikan wewenang sepenuhnya. PT. PGN adalah Badan Usaha Milik Negara sehingga 
PT. PGN pada dasarnya tidak dapat dikatakan melanggar Pasal 17 Undang-Undang 
Nomor 5 Tahun 1999. 
Mahkamah Agung pada dasarnya juga menilai bahwa putusan keberatan yang 
diajukan oleh PT. PGN adalah tidak bertentangan dengan hukum. Melihat hal ini maka 
Mahkamah Agung pada dasarnya menolak permohonan kasasi yang diajukan oleh 
Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). 
Berdasarkan ketentuan dan pertimbangan hakim di atas, maka penulis juga 
berpendapat bahwa PT. PGN tidak melanggar ketentuan. Perlu diketahui bahwa Gas 
Industri sebagai objek perkara ini adalah objek yang dikecualikan dalam Pasal 51 
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. 
Perlu diketahui juga bahwa lahirnya Pasal 72 Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 
2009 ini merupakan tindak lanjut dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 002/PUU-
I/2003 yang membatalkan Pasal 28 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 
Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Dalam Pasal 28 ayat (2) undang-undang 
tersebut menyatakan, “Harga bahan bakar minyak dan gas bumi diserahkan pada 
mekanisme persaingan usaha yang sehat dan wajar” dan ayat (3) menyatakan, 
“Pelaksanaan kebijakan harga sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak mengurangi 
tanggung jawab sosial pemerintah terhadap golongan masyarakat tertentu”. 
Sejak adanya putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, Pasal 28 ayat (2) dan ayat (3) 
ini sudah tidak berlaku lagi, karena tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Bukan 
hanya Pasal 28 ayat (2) dan ayat (3) yang dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi, 
melainkan Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap permohonan pengujian Undang-
PRAKTIK MONOPOLI DALAM PENENTUAN HARGA GAS INDUSTRI 
(Studi Kasus Putusan KPPU Nomor 09/KPPU-L/2016) 
8                                                               Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana 
Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi terhadap Undang-Undang 
Dasar 1945, juga membatalkan ketentuan Pasal 12 ayat (3) sepanjang mengenai kata-kata 
“diberi wewenang”, Pasal 22 ayat (1) sepanjang mengenai kata-kata “paling banyak”. 
Dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, kemudian diterbitkan 
Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2009 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah 
Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi, di mana 
dalam undang-undang tersebut mengatur bahwa harga gas bumi diatur dan/atau 
ditetapkan oleh pemerintah, yang kemudian melalui Peraturan Menteri Energi dan 
Sumber Daya Mineral Nomor 21 Tahun 2008, mengatur bahwa gas bumi yang termasuk 
ke dalam kategori Bahan Bakar Umum, penetapan harganya ditetapkan oleh Badan 
Usaha. Demikian juga berdasarkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral 
Nomor 19 Tahun 2009, pemerintah mengatur bahwa penetapan harga jual gas bumi 
melalui pipa untuk pengguna umum ditetapkan oleh badan usaha. 
Penetapan harga minyak dan gas yang dilakukan oleh PT. PGN di wilayah Medan 
dan sekitarnya dikeluarkan melalui Keputusan Menteri ESDEM No. 434 
K/12/MEM/2017 tentang Harga Gas Bumi untuk Industri di Wilayah Medan dan 
sekitarnya sebagai turunan dari Permen ESDEM No. 21 Tahun 2008 tentang Pedoman 
Penetapan Harga Jual Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi serta ESDEM No. 19 Tahun 
2009 tentang Kegiatan Usaha Gas Bumi melalui Pipa. 
Pakar hukum persaingan usaha sekaligus mantan Wakil Ketua Komisioner KPPU, 
Anna Maria Tri Anggraini juga menekankan terkait pentingnya diperhatikan ketentuan 
pada aturan sektor apakah memberikan kewenangan kepada BUMN pada sektor tersebut 
sebagai pemegang hak monopoli untuk melakukan tindakan price fixing. Menurutnya, 
jika memang aturan sektor melegalkan itu, maka memang BUMN dimaksud dikecualikan 
dari Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 berdasarkan Pasal 50A. Dalam Pasal 50A 
tersebut, ditentukan bahwa kegiatan dan perjanjian bisa dikecualikan dari UU Anti 
Monopoli jika memang terdapat aturan perundang-undangan yang melindunginya baik 
dalam bentuk undang-undang. 
Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri BUMN atau Peraturan Menteri ESDM 
dalam konteks PT. PGN. Kemudian, menurut Anna bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 
51 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan 
Persaingan Usaha Tidak Sehat, monopoli oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) 
diperbolehkan asalkan ada undang-undang atau penunjukan oleh pemerintah atau 
sepanjang ada pembenaran hukumnya. Anna mencontohkan dalam kasus pemusnahan 
unggas untuk mempertahankan harga tetap tinggi bisa dibebaskan dengan Pasal 50A 
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tersebut, mengingat memang kebijakan tersebut 
diakomodasi oleh Dirjen dan Menteri yang bersangkutan. 
Dapat disimpulkan bahwa penetapan harga gas industri yang dilakukan oleh PT. 
PGN adalah merupakan bagian dari kewenangan yang berikan oleh undang-undang, 
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di mana PT. PGN adalah 
merupakan Badan Usaha Milik Negara yang memiliki kewenangan untuk melakukan 
penetapan harga terhadap gas bumi. 
Meskipun Pasal 51 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 memberikan pengecualian 
terhadap kegiatan monopoli tersebut, namun pemerintah dalam kegiatan usaha dan 
perekonomian di Indonesia tetap memperhatikan jalannya dan mengawasi jalannya 
kegiatan usaha tersebut. Mengingat banyaknya keluhan yang disampaikan oleh konsumen 
gas industri di area Medan tersebut pemerintah pada akhirnya melakukan intervensi 
secara langsung terkait permasalahan ini. Adapun intervensi yang dilakukan pemerintah 
adalah melalui penetapan harga maksimum atau Harga Eceran Tertinggi (HET) terhadap 
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gas industri. Hal ini diatur melalui Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral 
Nomor 434 K/12/MEM/2017 tentang harga gas bumi untuk industri di wilayah medan 
dan sekitarnya. Melalui keputusan menteri tersebut, harga gas di area Medan yang 




1. PT. PGN tidak melakukan praktik monopoli sebagaimana dalam ketentuan Pasal 17 
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan 
Persaingan Usaha Tidak Sehat. Hal ini karena penetapan harga gas industri yang 
dilakukan oleh PT. PGN adalah merupakan bagian dari kewenangan yang diberikan 
oleh Undang-Undang. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku 
di mana PT. PGN adalah merupakan Badan Usaha Milik Negara yang memiliki 
kewenangan untuk melakukan penetapan harga terhadap gas bumi. Berdasarkan 
ketentuan Pasal 72 Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2009 tentang Perubahan 
Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak 
dan Gas Bumi, harga minyak dan gas bumi diatur oleh pemerintah. Sehingga 
kegiatan PT. PGN yang menetapkan harga gas industri adalah sudah benar. Hal ini 
juga didukung dengan keberadaan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. 
Di mana dalam ketentuan pasal ini dinyatakan bahwa Badan Usaha Milik Negara 
diberikan wewenang sepenuhnya. PT. PGN adalah Badan Usaha Milik Negara 
sehingga PT. PGN pada dasarnya tidak dapat dikatakan melanggar Pasal 17 Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 1999. Lagi pula, kenaikan harga gas yang dilakukan oleh 
PT. PGN dikarenakan prosesnya panjang dan jauhnya tempat untuk mendapatkan 
pasokan gas yang berasal dari PT. Pertagas Niaga sehingga menyebabkan timbulnya 
biaya produksi yang jauh lebih mahal. Hal ini kemudian menyebabkan PT. PGN pada 
akhirnya menetapkan harga gas yang lebih tinggi dari sebelumnya. 
2. Pertimbangan Hukum Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Dalam Putusan 
Nomor 09/KPPU-L/2016 telah keliru dalam penerapan hukum. Hal karena Majelis 
Komisi tidak cermat dalam meneliti terkait regulasi yang menjadi pedoman bagi PT. 
PGN dalam menetapkan harga gas, di mana dalam penetapan harga gas yang 
dilakukan oleh PT. PGN adalah merupakan bagian dari kewenangan yang berikan 
oleh undang-undang. Sehingga PT. PGN tidak dapat dikatakan telah melakukan 
Praktik Monopoli sebagai dalam pertimbangan Komisi Pengawas Persaingan Usaha 
(KPPU). Penulis juga tidak setuju terkait pertimbangan KPPU yang menyatakan 
bahwa PT. PGN dalam menetapkan harga gas tidak berkoordinasi dengan menteri, 
karena faktanya penetapan harga minyak dan gas yang dikeluarkan oleh PT. PGN 
adalah berdasarkan Keputusan Menteri ESDEM Nomor 434 K/12/MEM/2017 
tentang Harga Gas Bumi untuk Industri di Wilayah Medan dan sekitarnya sebagai 
turunan dari Permen ESDEM No. 21 Tahun 2008 tentang Pedoman Penetapan Harga 
Jual Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi serta ESDEM Nomor 19 Tahun 2009 
tentang Kegiatan Usaha Gas Bumi melalui Pipa. 
Saran 
1. Bagi Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), agar lebih memperhatikan 
ketentuan pengecualian monopoli dalam Pasal 51 terhadap barang dan jasa yang 
menyangkut hajat hidup orang banyak seperti gas bumi. Berdasarkan Pasal 35 huruf 
e, penulis merasa ada baiknya apabila KPPU dapat memberikan saran dan 
pertimbangan terhadap kebijakan pemerintah terkait dengan praktik monopoli gas 
bumi. Saran dan pertimbangan yang diberikan KPPU bisa dalam bentuk sampai 
PRAKTIK MONOPOLI DALAM PENENTUAN HARGA GAS INDUSTRI 
(Studi Kasus Putusan KPPU Nomor 09/KPPU-L/2016) 
10                                                               Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana 
dibatas mana kewenangan yang dimiliki badan usaha bersangkutan untuk 
menetapkan harga, dan apakah kewenangan tersebut sudah sesuai dengan ketentuan 
perundang-undangan yang berlaku. 
2. Bagi konsumen gas industri, agar lebih tanggap menyikapi perkembangan penjualan 
gas industri di Indonesia. Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia selaku lembaga 
yang mewakili konsumen dapat mencari informasi seputar pengaturan gas industri 
baik itu menyangkut kepada penetapan harga ataupun kebijakan lainnya. Melalui hal 
ini, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia bersama pemerintah dapat lebih tanggap 
dalam melakukan pengawasan dan perlindungan kepada setiap konsumen gas 
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